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ABSTRAK 

Laila Farika (2023): Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru 

Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya untuk meningkatkan 

kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan agar laporan keuangan menjadi berkualitas pada suatu badan 

dan instansi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas laporan keuangan 

serta untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah mengenai kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas laporan keuangan. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan lokasi penelitian pada 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan populasi 37 

pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel adalah non probability sampling berupa 

sampling jenuh dengan mengambil seluruh populasi menjadi sampel yaitu 37 

orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier sederhana dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan thitung 4,429 

> ttabel 2,030 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha 

diterima. Dan nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar  0,359, yang artinya 

bahwa pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas 

laporan keuangan sebesar 35,9%. Sedangkan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Ditinjau dari ekonomi syariah 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru juga sudah sesuai dengan penerapan kompetensi 

yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bidang keuangan, 

sebagaimana dalam islam menganjurkan umat manusia untuk bekerja keras secara 

profesional dan bertanggung jawab atas tugas dan jabatan yang diberikan bahkan 

diharuskan untuk memberikan kinerja yang terbaik dengan meningkatkan 

kompetensi kita melalui peningkatan pengetahuan/pemahaman, 

keterampilan/keahlian serta etika/perilakunya dalam menjalankan tugasnya, 

sehingga dapat menghasilkan kinerja dan hasil pertanggungjawaban yang 

berkualitas, salah satunya yaitu laporan keuangan yang berkualitas. 

 

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kualitas Laporan 

Keuangan, Perspektif Ekonomi Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembang pesatnya Era Globalisasi saat ini membuat 

banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk melakukan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam penyampaian 

informasi keuangan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pada saat ini setiap pemerintah didorong untuk menyajikan laporan keuangan 

yang dikelola secara tertib, taat para peraturan perundang-undangan, efisien, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan.
1
 

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja 

keuangan suatu peemerintahan kepada publik. Menurut peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

mendefinisikan laporan keuangan sebagai sebuah laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas 

pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya 

ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional 

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi 

suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

                                                             
1
Putrisari Pujanira, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 

2017), h. 1 
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peraturan perundang-undangan.
2
 Laporan keuangan di suatu pemerintahan 

biasanya disampaikan kepada wakil rakyat pada Dewan Perwakilan Daerah.  

Dalam lingkup pemerintahan, penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan dan standar 

yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor 

terhadap laporan keuangan yang disajikan. Adapun penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah di dalamnya berisi Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus 

Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana nantinya akan dilakukan 

pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan 

keuangan ini dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 

tersebut.
3
 Dengan begitu penting bagi setiap pemerintah daerah bahkan 

instansi dan badan daerah dibawahnya untuk menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi 

karakteristik kualitas laporan keuangan agar laporan keuangan yang disajikan 

berkualitas.  

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala 

daerah atau kepala badan suatu instansi bertanggungjawab sesuai dengan apa 

yang dilimpahkan kepadanya dan dapat mengetahui apakah suatu 

pemerintahan telah berjalan dengan baik. Selain itu dengan berkualitasnya 

                                                             
2
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 
3
Putrisari Pujanira, loc.cit. 
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suatu laporan keuangan maka akan memberikan informasi yang mudah 

dipahami dan tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan, dimana 

laporan keuangan yang berkualitas pada umumnya memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami.
4
 Selain memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan tersebut, suatu laporan keuangan juga harus disusun dan 

disajikan dengan jujur, bebas dari salah saji atau kesalahan material dan juga 

konsisten dalam penyusunan laporan keuangan, dikarenakan hal ini juga akan 

meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan di pemerintahan.  

Dalam lingkup pemerintahan, selain memperhatikan karakteristik 

kualitatif laporan keuangan untuk memenuhi kualitas laporan keuangan, hal 

lain yang mempengaruhi dan menunjang dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan adalah kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penyusunan laporan keuangan yang 

berkualitas, suatu instansi pemerintahan harus memiliki Aparatur Sipil 

Negara yang kompeten, yang didukung dengan latar pendidikan akuntansi, 

serta mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di 

bidang keuangan. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu setiap Aparatur Sipil 

Negara yang bekerja di bidang keuangan, harus memiliki kompetensi 

mengenai akuntansi pemerintahan. 

                                                             
4
Fahimah Alda dan Juliana Nasution, “Pengaruh Kompetensi ASN dan Teknologi 

Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Medan (Study Kasus 

pada BPKAD Kota Medan)”, dalam Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1 (2022), h.3789. 
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Menurut Wibowo, Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

kemampuan yang dimiliki aparatur sipil negara dalam melakukan 

pekerjaannya yang diiringi dengan keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan atau sasaran kerja pada suatu organisasi.
5
 

Sehingga kompetensi mengacu kepada pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki seseorang. Dalam islam juga dijelaskan bahwa seseorang yang 

mempunyai kompetensi atau ilmu pengetahuan maka ia termasuk orang yang 

memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surah Mujadilah ayat 11, yang berbunyi:
6
 

ا۟ إِذَا قيِمَ  َُٰٓ أيٍَُّاَ ٱنَّرِيهَ ءَامَىُ
َٰٓ ُ  يَ  هِسِ فٱَفْسَحُُا۟ يفَْسَحِ ٱللََّّ نكَُمْ جفَسََّحُُا۟ فىِ ٱنْمَجَ 

ٱنَّرِيهَ أَُجُُا۟ ٱنْعِهْمَ  ََ ُ ٱنَّرِيهَ ءَامَىُُا۟ مِىكُمْ  إِذَا قيِمَ ٱوشُزَُا۟ فٱَوشُزَُا۟ يسَْفعَِ ٱللََّّ ََ نكَُمْ ۖ 

ُ تِمَا جعَْمَهُُنَ خَثِيس   ٱللََّّ ََ ثٍ ۚ   دَزَجَ 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-

orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Hal ini 

beralasan bahwa dengan pengetahuan akan mengantarkan manusia untuk 

selalu berpikir dan menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada alam. 

                                                             
5
Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 324 

6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2008), h. 
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Sehingga mampu membawa manusia semakin dekat dengan Allah. Dengan 

begitu penting bagi setiap umat manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan. 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan variabel penentu dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan di suatu instansi pemerintahan, 

dikarenakan jika semakin meningkatnya kompetensi tiap aparatur sipil 

negara, maka semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan suatu instansi pemerintahan. Tetapi sebaliknya jika kompetensi 

suatu Aparatur Sipil Negara ini rendah maka laporan keuangan yang 

dihasilkan nantinya tidak sepenuhnya memenuhi kualitas laporan keuangan. 

Dapat dilihat saat ini masih ada suatu instansi atau badan daerah yang 

masih belum bisa menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai 

dengan ketentuan yang ada, yang mana hal ini disebabkan salah satunya oleh 

kurangnya kompetensi yang dimiliki tiap Aparatur Sipil Negara, dikarenakan 

terkadang masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi 

pemerintahan, masih terdapat penempatan bidang pekerjaan di tiap aparatur 

sipil negara yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, terutama 

bidang keuangan dan juga tidak didukung dengan pelaksanaan pelatihan yang 

rutin di bidang keuangan, sehingga hal ini mengakibatkan laporan keuangan 

yang disusun sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan yang wajar.  

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru merupakan 

salah satu lembaga daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan 

desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah Kota 

Pekanbaru. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini menjadi salah satu 

pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan pendapatan daerah 
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diterima dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penting 

bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang dilimpahkan kepadanya.  

Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru ini setiap tahunnya dipertanggungjawabkan 

kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, yang kemudian nantinya dilakukan 

pemeriksaan oleh pihak auditor yaitu pihak BPK yang nantinya memberikan 

opini penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan Tidak 

Wajar (TW) atas laporan keuangan yang disajikan tersebut.  

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan 

Pemeriksaan Keuangan (BPK), bahwasanya Laporan Keuangan Pemerintah 

Kota Pekanbaru telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga 2021.
7
 Hal ini 

menunjukkan bahwa laporan keuangan yang meliputi berbagai OPD yang ada 

di Kota Pekanbaru termasuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru ini ini sudah disajikan secara wajar. Tetapi dibalik pemberian 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 

Pemerintah Kota Pekanbaru ini, masih terdapat temuan-temuan Badan 

Pemeriksaan Keuangan (BPK) tekait penyelewengan penyelenggaraan 

anggaran di setiap OPD di Kota Pekanbaru. 

                                                             
7
BPKAD Kota Pekanbaru, LHP LKPD Pemko Pekanbaru 2021 Raih Opini WTP, 

https://bpkad.pekanbaru.go.id/berita/82-lhp-lkpd-pemko-pekanbaru-2021-raih-opini-wtp, Diakses 

pada 28 Januari 2023. 

https://bpkad.pekanbaru.go.id/berita/82-lhp-lkpd-pemko-pekanbaru-2021-raih-opini-wtp
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Dilansir dari berita tribunpekanbaru.com yang menyebutkan pada 

tahun 2017, pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau 

menjelaskan masih adanya temuan-temuan terkait penatausahaan penerimaan 

PAD yang dinilai tidak tertib di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru ini yang berpotensi adanya permainan yang sifatnya 

menguntungkan pribadi, sehingga menjadi catatan bagi Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerja dan 

laporan keuangannya kembali.
8
  

Selain itu dilansir dari berita riaupos.co yang menyebutkan pada tahun 

2021 juga terdapat temuan bahwasanya pada laporan keuangan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru terdapat transaksi 

kelebihan penerimaan PAD yang tidak diketahui siapa wajib pajak yang 

membayarnya, sebesar Rp 1,8 juta yang mana ini ditemukan pada 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pekanbaru dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada awal 2021.
9
 

Fenomena lain juga di dijumpai di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru dimana masih terdapat penempatan bidang 

pekerjaan Aparatur Sipil Negara yang tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikan, terutama bidang keuangan, adanya mutasi promosi pegawai yang 

terus berubah setiap tahunnya menjadi penyebab perlu diadakannya 

                                                             
8
Syafruddin Mirohi, Pengelolaan Penerimaan PAD Oleh Bapenda Pekanbaru Jadi 

Temuan BPK, Begini Tanggapan Dewan, 

https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/06/08/pengelolaan-penerimaan-pad-oleh-bapenda-

pekanbaru-jadi-temuan-bpk-begini-tanggapan-dewan, Diakses 28 Januari 2023. 
9
M. Ali Nurman, Merasa Difitnah, Kepala Bapenda Pekanbaru Beri Klarifikasi, 

https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/08/2022/280771/merasa-difitnah-kepala-bapenda-

pekanbaru-beri-klarifikasi.html, Diakses 28 Januari 2023. 

Syafruddin%20Mirohi,%20Pengelolaan%20Penerimaan%20PAD%20Oleh%20Bapenda%20Pekanbaru%20Jadi%20Temuan%20BPK,%20Begini%20Tanggapan%20Dewan,%20https:/pekanbaru.tribunnews.com/2018/06/08/pengelolaan-penerimaan-pad-oleh-bapenda-pekanbaru-jadi-temuan-bpk-begini-tanggapan-dewan
Syafruddin%20Mirohi,%20Pengelolaan%20Penerimaan%20PAD%20Oleh%20Bapenda%20Pekanbaru%20Jadi%20Temuan%20BPK,%20Begini%20Tanggapan%20Dewan,%20https:/pekanbaru.tribunnews.com/2018/06/08/pengelolaan-penerimaan-pad-oleh-bapenda-pekanbaru-jadi-temuan-bpk-begini-tanggapan-dewan
Syafruddin%20Mirohi,%20Pengelolaan%20Penerimaan%20PAD%20Oleh%20Bapenda%20Pekanbaru%20Jadi%20Temuan%20BPK,%20Begini%20Tanggapan%20Dewan,%20https:/pekanbaru.tribunnews.com/2018/06/08/pengelolaan-penerimaan-pad-oleh-bapenda-pekanbaru-jadi-temuan-bpk-begini-tanggapan-dewan
Syafruddin%20Mirohi,%20Pengelolaan%20Penerimaan%20PAD%20Oleh%20Bapenda%20Pekanbaru%20Jadi%20Temuan%20BPK,%20Begini%20Tanggapan%20Dewan,%20https:/pekanbaru.tribunnews.com/2018/06/08/pengelolaan-penerimaan-pad-oleh-bapenda-pekanbaru-jadi-temuan-bpk-begini-tanggapan-dewan
https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/08/2022/280771/merasa-difitnah-kepala-bapenda-pekanbaru-beri-klarifikasi.html
https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/08/2022/280771/merasa-difitnah-kepala-bapenda-pekanbaru-beri-klarifikasi.html
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pengajaran dan pelatihan kembali bagi pegawai lama maupun pegawai yang 

dimutasi, dikarenakan pegawai yang dulunya berada dibidang yang lain 

kemudian dipindahkan ke bidang yang baru membuat pegawai tersebut 

belajar kembali memahami pekerjaan di bidang yang baru di ditempatinya, 

serta masih terdapat jurang antara kompetensi yang dimiliki dengan 

kompetensi yang seharusnya menjadi syarat bagi seorang pegawai negeri 

terutama pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, yang 

mana masih ditemukannya beberapa staf yang belum menguasai akuntansi 

dan juga penerapan standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya 

beberapa fenomena di atas, maka disimpulkan masih perlu untuk diuji 

kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru ini, apakah salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu adalah Kompetensi Aparatur 

Sipil Negara atau faktor lainnya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.” 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian yang dilakukan terarah, tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis 

membatasi masalah hanya pada Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.  
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C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru?  

2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah mengenai kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas laporan keuangan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru. 

b. Untuk menganalisis perspektif ekonomi syariah mengenai kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kualitas laporan keuangan pada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas laporan keuangan. 
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2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

pembaca dalam semua kalangan akademik dalam mengkaji 

permasalahan terkait dengan kompetensi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan kualitas laporan keuangan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis serta merupakan syarat untuk mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

2) Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi untuk kegiatan mengajar atau penelitian 

selanjutnya serta penelitian ini juga dapat membangun kerjasama 

diantara institusi dengan suatu instansi pemerintah.  

3) Bagi Bapenda Kota Pekanbaru, penelitian ini berguna untuk 

memberikan pemikiran dan masukan yang positif bagi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka peningkatan 

kompetensi aparatur sipil (ASN) dan penyempurnaan kualitas 

laporan keuangannya agar kinerja pemerintahannya dapat terus 

meningkat di tiap tahunnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

5 bab dengan urutan sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan untuk membahas 

masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kualitas laporan keuangan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis 

penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari 

lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan 

objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi 

operasional, dan gambaran lokasi penelitian.  
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang gambaran subjek dan informan 

penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

perspektif ekonomi syariah mengenai kompetensi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan kualitas laporan keuangan. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Aparatur Sipil Negara  

a. Pengertian Kompetensi  

Secara etimologis kompetensi diadaptasi dari bahasa inggris, 

yaitu competence atau competency yang artinya kecakapan, 

kemampuan, dan wewenang. Sehingga pengertian kompetensi ialah 

gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seseorang 

sehingga meningkatkan kinerjanya dan membeikan kontribusi bagi 

keberhasilan organisasinya.
10

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi 

berasal dari kata kompeten yang artinya cakap atau mengetahui, 

berkuasa, dan berwenang, sehingga kompetensi memiliki pengertian 

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).
11

 

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, kompetensi adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang diamati, diukur, 

dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
12

 

                                                             
10

M. Thamrin Noor, Monograf Motivasi dan Kompetensi Kinerja Karyawan Pada PT. 

Penascop Maritim Indonesia, (Sumatera Barat, AZKA PUSTAKA, 2021) h. 11 
11

KBBI daring, https://kbbi.web.id/kompetensi , Diakses pada 30 Juni 2022 
12

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/1.-

PLAN-15-2020.pdf, Diakses pada 30 Juni 2022. 

https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/1.-PLAN-15-2020.pdf
https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/1.-PLAN-15-2020.pdf
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Menurut Abdullah M. Ma’ruf, kompetensi adalah kemampuan 

(ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 faktor 

yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
13

 

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan, pengetahuan 

serta perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan, sehingga kompetensi menjadi hal penting yang harus 

dimiliki setiap orang termasuk pegawai di dalam suatu pemerintahan 

untuk menunjang pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu sebuah 

organisasi termasuk pemerintahan harus jeli dalam hal menilai 

kompetensi yang dimiliki karyawan atau pegawai agar kinerja yang 

dihasilkan dapat maksimal.  

b. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” 

didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, yang biasanya 

meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang 

memiliki tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-

hari.
14

 

Menurut Sumihardjo, Aparatur Sipil Negara adalah seorang 

pegawai pemerintahan yang digaji dan bekerja di bidang pemerintahan 

                                                             
13

Ma’ruf Abdullah, Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2014), h. 51 
14

Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: Setara Press, 

2016), h. 306 
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untuk melakukan tugas pelayanan umum dan tidak mementingkan 

kepentingan pribadi atau golongan. 

Sementara dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwasanya yang 

dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pemerintah yang memiliki perjanjian kerja 

untuk bekerja pada instansi pemerintah. Dengan begitu aparatur sipil 

negara (ASN) ini memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan 

dirinya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.  

Dalam menjalankan kegiatannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) 

ini mencakup beberapa fungsi dalam pelayanan publik yaitu aspek 

kelembagaan (institusi), aspek ketatalaksanaan, dan aspek kepegawaian 

(personil). Adanya tujuan pembagian fungsi dalam melaksanakan tugas 

dan kegiatan aparatur sipil negara (ASN) diharapkan mampu 

menciptakan kerjasama yang baik antar aparatur sehingga penyelesaian 

tugas dan tanggung jawab akan lebih cepat dan mendapatkan hasil yang 

maksimal.  

Selain itu Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki kode etik 

profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang mana terdiri 

dari kode etik dan kode perilaku.
15

 Kode etik dan kode perilaku ini 

merupakan dua aturan yang berbeda tetapi secara bersama-sama 

digunakan untuk mendorong pegawai memiliki bentuk perilaku 

tertentu. Kode etik berisi prinsip-prinsip moral sebagai pertimbangan 

                                                             
15

 Ibid, h.306 
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ketika pegawai hendak membuat keputusan. Sementara itu kode 

perilaku berisi acuan tentang bagaimana pegawai berperilaku ketika di 

tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat, baik itu apa yang harus 

dilakukan, yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan.  

Adapun fungsi, tugas dan peran aparatur sipil negara (ASN) 

yaitu:
16

 

1) Aparatur sipil negara (ASN) berfungsi sebagai:  

a. Pelaksanaan kebijakan publik  

b. Pelayanan publik dan  

c. Perekat dan pemersatu bangsa 

2) Aparatur sipil negara (ASN) bertugas:  

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat 

Pembiina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas  

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

3) Aparatur sipil negara (ASN) berperan sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan 

kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

                                                             
16

JDIH BPK RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014, Diakses Pada 30 Juni 2022 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014
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intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Adapun jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu terdiri atas:
17

 

1) Jabatan Adminisitrasi, yang terdiri atas jabatan administrator, 

jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.  

2) Jabatan Fungsional, yang terdiri atas jabatan fungsional 

keahlian (ahli utama, ahli madya, ahli muda, ahli pratama) dan 

jabatan fungsional keterampilan (penyelia, mahir, terampil, 

dan pemula).  

3) Jabatan Pimpinan Tinggi, yang terdiri atas jabatan pimpinan 

tinggi utana (kepala lembaga pemerintahan), jabatan pimpinan 

tinggi madya (sekretaris, direktur jendral, inspektur jendral, 

Kepala Sekretariat Presiden, dan jabatan setara lainnya), 

jabatan pimpinan tinggi pratama (direktur, kepala biro, kepala 

pusat, kapala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris DPRD 

dan jabatan setara lainnya).  

Dengan demikian, berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) 

adalah tenaga kerja yang bekerja di bidang pemerintahan yang 

mempunyai tugas dan tanggungjawab yang dibebankan negara 

kepadanya.  

 

 

                                                             
17

 Ibid. 
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c. Pengertian Kompetensi Aparatur Sipil Negara  

Menurut Wibowo, yang dimaksud dengan kompetensi Aparatur 

adalah suatu kemampuan tenaga kerja (pegawai) untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta 

didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi jabatan.
18

  

Dalam bentuk yang sederhana, kompetensi aparatur sipil negara ini 

mengacu kepada kemampuan yang dimiliki aparatur sipil negara dalam 

melakukan pekerjaannya yang diiringi dengan keterampilan dan 

pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan atau sasaran kerja 

pada suatu organisasi. 

Dalam konteks pemerintahan, kompetensi aparatur sipil negara 

ditujukan agar penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban 

kegiatan dalam suatu pemerintah yang baik dapat diterapkan, begitu 

juga dalam menghasilkan laporan keuangan. Jadi dengan adanya 

kompetensi aparatur dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan 

efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi aparatur sipil negara 

terutama kompetensi di bidang keuangan dapat mendorong terwujudnya 

laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari  salah saji material 

dan pengertian yang menyesatkan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kompetensi aparatur sipil negara merupakan kemampuan aparatur sipil 
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negara yang bekerja pada suatu organisasi pemerintahan yang dalam 

mengerjakan tugasnya dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan 

serta didukung dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi jabatannya untuk mencapai tujuan tujuan atau sasaran kerja pada 

suatu organisasi. 

d. Dasar Hukum Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

Dasar hukum kompetensi aparatur sipil negara terdapat dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan 

Aparatur Sipil Negara yang berbunyi bahwasanya setiap aparatur sipil 

negara harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar 

kompetensi yang diisyaratkan. Standar kompetensi jabatan yang harus 

dipenuhi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan 

kompetensi sosial kultural. Untuk itu perlu untuk dilakukan 

pengembangan kompetensi bagi setiap aparatur sipil negara.
19

  

Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara juga diatur 

dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN 

memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi 

antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan 

penataran yang harus dievaluasi oleh pihak yang bersangkutan dan 
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digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan 

pengembangan karir.
20

 

e. Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Islam 

Islam berpandangan bahwa kepemimpinan itu mencakup semua 

level kehidupan, termasuk dalam menjalankan kepemimpinan yang 

berbasis tanggungjawab atas sebuah aktivitas yang dijalankan. 

Sehingga suatu kepemimpinan membutuhkan kompetensi dan keahlian. 

Begitu juga dalam islam yang sangat memperhatikan pentingnya 

memiliki kompetensi dan keahlian bagi para pemimpin dalam 

mmenjalankan tugasnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang 

artinya, “Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat 

kehancurannya”. Bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasulullah? 

Tanya seorang sahabat, “Apabila perkara itu diserahkan kepada orang 

yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhari) 
21

 

Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat manusia agar 

beretos kerja yang tinggi, yang mana selalu berusaha untuk 

meningkatkkan kompetensi dan keahliannya sesuai dengan pengarahan 

dan bimbingan dari Al-Qur’an yang terdapat dalam hadits berikut:  

سَهَّمَ:  ََ  ًِ لُ اللهِ صَهَّى اللهُ عَهيَْ ُْ عَهْ عَائشَِةَ زَضِيَ اللهُ عَىٍْاَ قاَنثَْ: قاَلَ زَسُ

َ جعََانى يحُِةّ إذَِا عَمِمَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ يحُْقىًَُِ )زَاي انطثسوي  َانثيٍقي(إنِّ اللهَّ  
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Artinya: Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:  

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila 

bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Tabrani, 

No. 891, Baihaqi, No:334)
22

 

 

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyuruh 

umatnya agar mau bekerja keras dan bekerja secara profesional serta 

mencela mereka yang besikap pemalas dan suka meminta belas kasihan 

orang lain.  

Dari penjelasan hadits diatas disimpulkan bahwasanya kita 

sebagai umat manusia harus bekerja keras secara profesional dan 

bertanggung jawab atas tugas dan jabatan yang diberikan bahkan 

diharuskan untuk memberikan kinerja yang terbaik dengan 

meningkatkan kompetensi kita melalui peningkatan 

pengetahuan/pemahaman, keterampilan/keahlian serta etika/perilakunya 

dalam menjalankan tugas nya, sehingga dapat menghasilkan kinerja dan 

hasil pertanggungjawaban yang berkualitas serta memperbaiki kualitas 

sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul dan 

dapat bersaing.  

f. Jenis-Jenis Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kompetensi jabatan 

yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 
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kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial 

kultural,  yaitu sebagai berikut:
23

 

1) Kompetensi Teknis  

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang 

spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemampuan teknis 

aparatur sipil negara dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu 

kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi aparatur 

sipil negara ini menggambarkan penguasaan dari masing-masing 

level di bidang kepegawaian.  

2) Kompetensi Manajerial  

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk 

memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi 

manajerial digabungkan dengan kompetensi teknis dan sosial 

kultural akan menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi, yang 

terdiri dari  integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, 

pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola 

perubahan, dan pengambilan keputusan.  

Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, 

pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman 

kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari 
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pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

3) Kompetensi Sosial Kultural 

Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja 

berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan 

budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan 

kompetensi apratur sipil negara, yaitu:
24

 

1) Keyakinan dan nilai-nilai  

Keyakinan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain dapat 

mempengaruhi perilaku. Setiap orang harus percaya bahwasanya 

mereka kreatif dan inovatif agar mereka berfikir tentang cara baru 

atau berbeda dalam melakukan sesuatu.  

2) Keterampilan  

Dengan memperbaiki keterampilan, aparatur sipil negara akan 

meningkatkan kecakapannya dalam kompetensi.  

3) Pengalaman 

Pengalaman menghasilkan keahlian dari banyak kompetensi. 

Diantaranya pengalaman dalam mengorganisasi orang, komunikasi 

dihadapan orang banyak, menyelesaikan masalah dan sebagainya. 
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Seseorang yang mempunyai banyak pengalaman kebanyakan 

memiliki kompetensi yang tinggi.  

4) Karakteristik kepribadian  

Kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. 

Walaupun dapat berubah, kepribadian cenderung berubah dengan 

tidak mudah.  

5) Motivasi  

Dengan adanya dorongan, apresiasi terhadap pekerja bawahan, 

serta perhatian dari atasan dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap motivasi seseorang.  

6) Isu emosional  

Hambatan atau isu emosional dapat membatasi penguasaan 

kompetensi, seperti rasa takut, malu, merasa tidak disukai dan 

sebagainya. 

7) Kemampuan intelektual 

Dengan adanya kemampuan intelektual seperti pemikiran 

kognitif, analitis, dan konseptual akan mempengaruhi kompetensi 

seseorang. 

8) Budaya organisasi  

Budaya organisasi dapat mempengaruhi kompetensi aparatur 

negara seperti dalam proses recruitment atau seleksi, penghargaan, 

pengambilan keputusan, filosofi organisasi, kebiasaan, komitmen 

dalam pelatihan dan pengembangan dan lainnya.  
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h. Dimensi Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

Ada lima dimensi yang harus dimiliki oleh semua individu 

termasuk aparatur sipil negara, yaitu: 
25

 

1) Keterampilan menjalankan tugas (task skill), yaitu keterampilan 

untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang 

ditentukan di tiap jabatan.  

2) Keterampilan mengelola tugas (task management skills) yaitu 

keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda.  

3) Keterampilan mengambil tindakan (contigency management skills), 

yaitu keterampilan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi 

masalah dalam pekerjaan.  

4) Keterampilan bekerjasama (job role environment skills), yaitu 

keterampilan untuk bekerja sama antar sesama rekan kerja serta 

memelihara kenyamanan lingkungan kerja.  

5) Keterampilan beradaptasi (transfer skills), yaitu keterampilan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

i. Pentingnya Kompetensi Pada Aparatur Sipil Negara  

Kompetensi sangat penting di dalam suatu unit organisasi 

pemerintah dikarenakan dapat mendukung peningkatan kinerja aparatur 

sipil negara dan memberikan kontribusi dalam menentukan masa depan 

organisasi daerah. Dengan begitu adanya standar kompetensi yang jelas 
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pada masing-masing jabatan akan membangun situasi kompetisi yang 

kondusif pada karir ASN. 
26

 

Bukan hanya itu, meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara 

di tiap jabatan akan menghasilkan kinerja dan pertanggungjawaban 

yang berkualitas salah satunya penyusunan laporan keuangan yang 

berkualitas. Dengan begitu, penting untuk dilakukan pengembangan 

kompetensi bagi aparatur sipil negara, yang mana pengembangan 

kompetensi aparatur sipil negara ini bertujuan untuk memudahkan 

dalam pengelolaan fungsi-fungsi sumber daya manusia (SDM) lainnya 

seperti perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, penempatan, 

promosi atau mutasi, uji kompetensi, sistem informasi manajemen, dana 

perencanaan suksesi aparatur sipil negara serta program-program yang 

dijalankan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan apabila 

kompetensi aparatur sipil negara ini dikembangkan. Sehingga tiap-tiap 

aparatur sipil negara harus terus mengembangkan kompetensinya agar 

menjadi pegawai yang kompeten dan memenuhi standar yang 

diisyaratkan oleh jabatannya.
27

 

j. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) adalah 

suatu upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi bagi aparatur sipil 

negara denga standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan 
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karir. Pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara  

(ASN) ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Semkain 

banyak dilakukan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 

melalui pendidikan dan pelatihan, maka semakin baik pula hasil kinerja 

yang diberikan oleh aparatur sipil negara pada suatu instansi 

pemerintahan. 

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa jalur 

pengembangan kompetensi aparatur sipil negara terdiri atas: 
28

 

1) Pendidikan  

Jenis pengembangan ini dilakukan dengan memberikan 

tugas belajar pada jenjang pendidikan formal tertentu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

2) Pelatihan  

Jenis pengembangan melalui pelatihan ini terbagi 

menjadi 2 yaitu:  

a. Pelatihan Klasikal  

Jenis pelatihan dilakukan dengan memberikan 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan mengacu 

kepada kurikulum. Pelatihan klasikal ini biasanya 

berbentuk pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis 
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keuangan, pelatihan fungsional. Pelatihan terkait sosial 

kultural, seminar atau konferensi, workshop atau 

lokakarya, bimbingan teknis, kursus, penataran dan lain 

sebagainya.  

b. Pelatihan Nonklasikal  

Jenis pelatihan ini dilakukan dengan praktik kerja/ 

pembelajaran di luar kelas yang biasanya berbentuk 

pertukaran aparatur sipil negara dengan pegawai swasta, 

magang/praktik kerja, coaching, mentorung, study visit, e-

learning, detasering dan sebagainya. 

3) Monitoring  

Monitoring ini adalah suatu proses dimana seluruh hasil 

pelaksanaan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan 

oleh aparatur sipil negara di input oleh unit kerja yang 

mengelola penyelenggaraan urusan di bidang SDM.  

k. Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara  

Ketika sudah dilaksanakannya pengembangan kompetensi 

aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan maka langkah 

selanjutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi pengembangan kompetensi 

aparatur sipil negara ini adalah kegiatan pemantauan dan penilaian 

terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara 

yang dilakukan oleh PPK pada setiap instansi pemerintah pusat dan 

daerah.  
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Terdapat 2 jenis evaluasi pengembangan kompetensi aparatur 

sipil negara di instansi pemerintahan, yaitu:
29

 

1) Evaluasi Administratif  

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur 

sipil negara.  

2) Evaluasi Substantif  

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara 

pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi 

jabatan dan pengembangan karir.  

l. Indikator Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

Terdapat tiga indikator kompetensi yaitu:
30

 

1) Perilaku (atittude) 

Menurut Secord dan Backman dalam saifuddin Azwar, yang 

dimaksud perilaku adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan, 

pemikiran, dan tindakan seseorang terhadap suatu aspek di 

lingkungan sekitarnya.  

2) Keterampilan/kemampuan (skill) 

Menurut Hamzah B. Uno, keterampilan menunjukkan 

karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang 

berhubungan dengan kinerja dalam suatu pekerjaan atau situasi.  
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3) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan diartikan sebagai informasi yang dimiliki 

seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.  

Pengetahuan menurut Soekidjo Notoatmodjo memiliki 6 

tingkatan yaitu:
31

 

a) Tahu, artinya mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya.  

b) Memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang 

untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang objek yang 

diketahui serta dapat  menginterpretasikan materi tersebut secara 

benar.  

c) Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari kepada situasi atau kondisi yang 

sebenarnya.  

d) Analisis, diartikan sebagai kemampuan untuk menjabarkan  

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen.  

e) Sintesis, yaitu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian menjadi suatu bentuk 

keseluruhan yang baru.  

f) Evaluasi, yaitu kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

materi.  

Menurut Moehariono, jika membahas mengenai kompetensi 

aparatur pemerintah daerah, hal tersebut berarti kompetensi sumber 
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daya manusia yang ada pada sebuah instansi pemerintah. Adapun 

indikator mengenai karakteristik kompetensi sumber daya manusia 

yaitu:
32

 

1) Watak (traits) 

Yaitu sikap  atau perilaku seseorang atau bagaimana cara 

seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu, seperti percaya 

diri,kontrol diri, ketabahan atau daya tahan.  

2) Motif (motive) 

Yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang yang mengakibatkan 

seseorang melakukan suatu tindakan.  

3) Bawaan (self-concept) 

Yaitu sikap atau nilai-nilai yang melekat dari diri seseorang. 

4) Pengetahuan (knowledge) 

Yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu 

dan pada area tertentu.  

5) Keterampilan atau keahlian (skill) 

Yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu, 

baik secara fisik, maupun mental.  
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2. Kualitas Laporan Keuangan  

a. Pengertian Kualitas  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas memiliki 

pengertian mutu, tingkat baik buruknya sesuatu, serta derajat atau 

taraf.
33

 

Menurut Mulyana, dalam Susilawati dan Riana, kualitas diartikan 

sebagai kesesuaian dan ketepatan dengan standar, diukur berbasis kadar 

ketidaksesuaian, dan dicapai melalui pemeriksaan.
34

 

Kualitas merupakan penilaian atas suatu pertanggungjawaban 

baik itu berbentuk wujud seperti barang ataupun dokumen maupun 

tidak berwujud seperti kegiatan.
35

 

Dari definisi kualitas tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kualitas adalah penilaian terhadap suatu barang, dokumen, 

kegiatan maupun pertanggungjawaban apakah sudah sesuai dengan 

standar ataupun belum.  

b. Pengertian Laporan Keuangan  

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 

paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang SAP mendefinisikan bahwa :  
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Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan.
36

 

Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan adalah penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam 

nilai moneter.
37

 

Menurut Kasmir laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau suatu instansi 

pada saat ini atau pada suatu periode tertentu. Maksud kondisi 

keuangan saat ini berarti keadaan keuangan pada tanggal tertentu dan 

periode tertentu.  

Laporan keuangan dibuat per periode, seperti tiga bulan, atau 

enam bulan untuk kepentingan internal instansi. Laporan keuangan ini 

menggambarkan pos-pos keuangan dalam suatu periode.
38

 

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah 

pertanggungjawaban dari pihak manajemen pemerintah yang 

menyajikan informasi keuangan dalam suatu pemerintahan yang 

berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan entitas 

pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

pemerintah.  

                                                             
36

Komite SAP, PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 

Paragraf. 9  
37

Shinta Rahma Diana, Analisis Laporan Keuangan dan Aplikasinya,  (Bogor: Penerbit IN 

MEDIA, 2014), h. 8 
38

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan Edisi ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 7 



34 
 

 

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa 

pimpinan instansi pemerintah bertanggungjawab atas wewenang yang 

telah dilimpahkan kepadanya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

laproan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan atau instansi dimana informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan 

atau instansi.  

c. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan 

Menurut Verdi dan Biddle et al, menyatakan bahwa kualitas 

laporan keuangan adalah suatu ketepatan pelaporan keuangan dalam 

menyampaikan informasi tentang operasi perusahaan, khususnya arus 

kas yang diharapkan kepada investor (pemegang saham).  

Sedangkan menurut Robinson dan Munter menyatakan bahwa 

yang dimaksud kualitas laporan keuangan adalah pelaporan keuangan 

secara menyeluruh, termasuk pengungkapan yang menghasilkan 

penyajian wajar operasional perusahaan atau instansi termasuk 

didalamnya laba dan arus kas.
39

 

Dari definisi laporan keuangan tersebut, maka penulis 

menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah ketepatan 

dalam menyampaikan informasi keuangan, apakah informasi keuangan 

yang disajikan sebuah perusahaan atau instansi sudah wajar atau tidak.  
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Kualitas laporan keuangan dalam lingkup pemerintah biasanya 

tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan oleh 

pemerintah itu bisa berguna untuk seluruh penggunanya, juga 

bagaimana menyusun laporan keuangan bersadarkan standar akuntansi 

pemerintah.  

Kualitas laporan dikatakan baik apabila informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dapat dijadikan acuan 

dalam pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan material atau 

pengertian yang menyesatkan, serta dapat diandalkan sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode 

sebelumnya. Untuk itu  laporan keuangan harus memenuhi karakteristik 

kualitatif informasi keuangan yaitu:
40

 

1. Relevan  

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang 

terkandung didalamnya dapat mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

hingga masa yang akan datang. 

2. Andal  

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang 

disajikan di dalam laporan keuangan itu menyeluruh, jujur, dan 

dibuat berlandaskan pedoman atau peraturan yang berlaku, sehingga 

laporan keuangan itu tidak menyesatkan para penggunanya. 
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3. Dapat dibandingkan 

Maksud dapat dibandingkan adalah laporan keuangan yang 

dibuat oleh suatu instansi pemerintahan dapat dibandingkan dengan 

instansi pemerintahan lainnya. Oleh karena itu agar dapat 

dibandingkan dengan instansi pemerintahan lainnya, maka kebijakan 

akuntansi, pedoman dan sistem yang digunakan haruslah sama.  

4. Dapat dipahami 

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila pengguna 

laporan keuangan dapat mengerti dan memahami informasi yang 

tersaji dalam laporan tersebut. 

5. Netral  

Informasi keuangan harus ditujukan kepada semua pihak, bukan 

hanya ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak 

boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.  

6. Tepat waktu  

Laporan keuangan harus dapat disajikan dengan tepat waktu, 

agar dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan.  

7. Lengkap  

Informasi keuangan yang disajikan harus berdasarkan fakta 

keuangan sedemikian rupa agar tidak menyesatkan pembaca 

nantinya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas laporan keuangan adalah penilaian terhadap laporan keuangan 

untuk mempertanggung jawabkan posisi keuangan sebagai acuan dalam 
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menyusun sebuah perencanaan serta mengambil keputusan. Dan 

laporan keuanga dikatakan baik apabila informasi keuangan yang 

disajikan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para penggunanya. 

d. Fungsi Laporan Keuangan  

Fungsi laporan keuangan pemerintah pada umumnya ialah:
41

 

1) Kepatuhan dan Pengelolaan (complience and stewardship) 

Dengan membuat laporan keuangan berarti sudah memberikan 

jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak 

otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan 

dengan baik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and 

reprospective reporting) 

Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan 

mengevaluasi manajemen, serta membandingkannya dengan kinerja 

organisasi lain.  

3) Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization 

information) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan dasar 

perencanaan kebijakan dan kativitas dimasa yang akan datang serta 

memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan 

dana.  
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4) Kelangsungan organisasi (viability) 

Dengan adanya laporan keuangan dapat membantu pembaca 

dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat 

meneruskan penyediaan layanan hingga masa yang akan datang.  

5) Hubungan masyarakat (public relation)  

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.  

e. Tujuan Laporan Keuangan 

Secara umum, laporan keuangan pemerintah seharusnya 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik. Adapun tujuan pembuatan dan penyusunan 

laporan keuangan diantaranya : 
42

 

1. Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya keuangan 

2. Memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan 

periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

3. Memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya 

ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan 

serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

4. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi 

entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber 
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penerimaannya,baik jangka pendek maupun jangka panjang 

termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 

5. Memberikan informasi keuangan lainnya dalam suatu instansi 

pemerintahan  

6. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan tujuan laporan 

keuangan terutama dalam instansi pemerintah adalah menyajikan 

informasi mengenai kondisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas 

penerimaan dan pengeluaran, dan informasi keuangan lainnya pada 

suatu instansi pemerintah yang berguna sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan.  

f. Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 

2010 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan meliputi :
43

 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010 

menyatakan bahwa :  

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. 
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Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :  

a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan atau pendapatan oleh 

Bendahara Umum Negara/Daerah atau entitas pemerintah lainnya 

yang bisa menambahkan saldo anggaran pada periode tahun 

anggaran yang bersangkutan.  

b) Belanja adalah biaya pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ 

Daerah yang mengurangi saldo anggaran pemerintah pada periode 

tahun anggaran yang bersangkutan.  

c) Transfer adalah penerimaan dan pengeluaran uang oleh entitas 

pelaporan ke pelaporan lainnya. 

d) Pembiayaan adalah penerimaan/pengeluaran yang tidak 

berpengaruh pada jumlah aktiva. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah pemaparan 

informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran dari 

tahun ke tahun. 

3. Neraca  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “Neraca 

menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.” 

Adapun unsur yang terdapat pada neraca yaitu aset, kewajiban, 

dan ekuitas dana :
44
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a) Aset adalah sumber daya ekonomi atau harta yang dimiliki 

oleh pemerintah yang dapat diukur oleh satuan uang untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum.  

b) Kewajiban adalah hutang yang harus dibayar oleh 

pemerintah.  

c) Ekuitas dana adalah pendapatan bersih pemerintah yang 

didapat dari selisih antara kewajiban pemerintah pada waktu 

tertentu. 

4. Laporan Operasional (LO) 

Laporan operasional adalah laporan yang memaparkan ikhtisar 

sumber daya ekonomi (aset) yang menambah ekuitas serta 

penggunaan yang telah dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 

sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam suatu periode 

pelaporan.  

5. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikam informasi 

mengenai pemaparan saldo awal, penerimaan dan pengeluaran kas 

pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.  

6. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang 

mendeskripsikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan 

ekuitas dari tahun ke tahun.  
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7. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

No. 71 tahun 2010, yakni mengungkapkan, menyajikan, dan 

menyediakan suatu informasi terhadap entitas pelaporan keuangan. 

g. Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan  

Prinsip laporan keuangan adalah pedoman atau tata cara sebagai 

standar penyusunan informasi keuangan untuk memastikan laporan 

keuangan yang telah disusun menghasilkan laporan yang berkualitas.  

Ada 8 prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan 

pemerintah, sebagai berikut :
45

 

1. Basis Akuntansi 

Basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

berbasis akrual, untuk mengakui pendapatan-LO, beban, aset, 

kewajiban, dan ekuitas.  

2. Prinsip Nilai Historis 

Dalam hal ini, historis berarti pencatatan laporan keuangan 

harus sesuai dangan pengeluaran yang telah terjadi.  

3. Prinsip Realisasi  

Dalam hal ini, anggaran pemerintah direalisasikan untuk 

membayar utang dan belanja dalam periode tertentu.  

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal 

Artinya kejadian sesungguhnya dalam sebuah transaksi lebih 

dibutuhkan daripada bentuk formalitasnya (kwitansi).  
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5. Periodesitas  

Kegiatan akuntansi dalam pelaporan keuangan disusun menjadi 

beberapa periode pelaporan.  

6. Konsistensi  

Artinya penerapan metode akuntansi yang sama dari satu 

periode ke periode berikutnya pada pelaporan keuangan.  

7. Wajar  

Artinya laporan keuangan disajikan secara wajar atau sesuai 

dengan realisasi anggaran serta disusun dengan pertimbangan sehat 

oleh penyusun laporan keuangan dalam menghadapi ketidakpastian.  

8. Pengungkapan Lengkap 

Artinya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

disajikan secara lengkap untuk memudahkan pengguna laporan 

keuangan dalam memahaminya. 

h. Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Swasta  

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan sektor publik 

(pemerintah) dan swasta. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.
46

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta 

 

Laporan Keuangan Sektor 

Publik 

Laporan Keuangan Sektor 

Swasta 

Fokus finansial dan politik Fokus finansial  

Kinerja diukur secara finansial 

dan non finansial 

Sebagian besar kinerja diukur 

secara finansial  

                                                             
46

Hantono, op.cit., h. 7-8 



44 
 

 

Pertanggungjawaban kepada 

parlemen dan masyarakat luas  

Pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham dan kreditur  

Berfokus pada bagian organisasi  Berfokus pada organisasi secara 

keseluruhan  

Aturan pelaporan ditentukan 

oleh departemen keuangan  

Aturan pelaporan ditentukan oleh 

undang-undang, standar 

akuntansi, pasar modal. Dan 

praktik akuntansi 

Laporan diperiksa oleh treasury  Laporan keuangan diperiksa oleh 

auditor independen 

Cash dan accrual accounting Accrual accounting 

 

i. Indikator Kualitas Laporan Keuangan 

Menurut IASB (The International Accounting Standars Board) 

dan FASB (Financial Accounting Standars Board) dijelaskan dua tipe 

indikator karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk memberikan 

informasi keuangan yang berguna, yaitu:
47

 

1) Karakteristik kualitatif fundamental (fundamental qualitative 

characteristic) yaitu relevansi (relevance) dan penyajian jujur 

(faithfull representation).  

2) Karakteristik kualitatif yang menaikkan (enhanching qualitative 

characteristic) yang meliputi dapat dibandingkan (comparability), 

ketepatan waktu (timeliness), dapat diverifikasi (verifiability) dan 

bisa dipahami (understandability). 
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Adapun penjelasan masing-masing indikator tersebut ialah:
48

 

1) Relevansi (relevance) 

Suatu informasi keuangan yang disusun dan disajikan dikatakan 

relevansi apabila laporan keuangan tersebut dapat digunakan para 

pengguna untuk pengambilan keputusan.  

2) Nilai Prediksi (predictive value) 

Laporan keuangan dianggap nilai prediktif jika laporan 

keuangan tersebut dapat menjadi masukan dalam suatu proses untuk 

memprediksi hasil di masa depan.  

3) Nilai konfirmasi (confirmatory value) 

Laporan keuangan akan memiliki nilai konfirmasi jika laporan 

keuangan tersebut mampu mempengaruhi keputusan pengguna.  

4) Materialistis khusus-entitas (entity-specific materiality) 

Materialitas berkaitan dengan dampak pada keputusan yang 

dibuat pengguna. Suatu informasi keuangan dianggap memiliki 

salah saji material jika memengaruhi keputusan pengguna tentang 

pelaporan entitas khusus.  

5) Penyajian jujur (faithfull representation) 

Suatu laporan keuangan dianggap menyajikan secara jujur, jika 

mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyajian jujur 

akan mampu menggambarkan fenomena ekonomi secara lengkap, 

netral, dan bebas dari kesalahan.  
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a. Kelengkapan (completeness) 

Laporan keuangan dianggap lengkap jika tersedia secara cukup 

untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengguna.  

b. Netralitas (neutrality) 

Laporan keuangan yang memiliki sifat netralitas adalah 

informasi yang diperuntukkan kepada penggunaan secara 

umum, tidak hanya kepada kelompok pengguna tertentu.  

c. Bebas dari kesalahan (freedom from material error) 

Dalam penyusunan laporan keuangan tidak boleh mengandung 

kesalahan material yang dapat mengubah keputusan pengguna. 

6) Dapat dibandingkan (comparability) 

Dalam penyusunan laporan keuangan harus disusun dengan 

prinsip yang sama sehingga dapat dibandingkan antara satu instansi 

dengan instansi lainnya.  

7) Ketepatan waktu (timeliness) 

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dianggap tepat 

waktu jika mampu disediakan pada saat yang dibutuhkan.  

8) Dapat diverifikasi (verifiability) 

Laporan keuangan harus dapat diperiksa kembali oleh pihak lain 

dan menghasilkan kesimpulan yang sama.  

9) Dapat dipahami (understandability) 

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dengan 

berbagai latar belakang dan kepentingan.  
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B. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Metode Penelitian Hasil  

Penelitian 

1. Irwansyah 

dan Tantri 

Wulandari 

(2018) 

Jurnal 

Akuntansi, 

Vol. 8, No. 3 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur 

Penata 

Laporan 

Keuangan dan 

Peran Aparat 

Pengawas 

Intern 

Pemerintah 

(APIP) 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah di 

Provinsi 

Bengkulu 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

Aparatur Penata 

Laporan Keuangan 

(X1) dan Peran 

Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah 

(X2), sementara 

variabel dependen 

nya adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Y). Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

SPSS 23 yang 

terdiri dari uji 

statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, dan 

uji hipotesis data. 

Sumber data yang 

digunakan yaitu 

data primer. 

Instrumen 

pengambilan data 

yang digunakan 

dengan  

penyebaran 

kuesioner.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Kompetensi 

Aparatur Penata Laporan 

Keuangan tidak 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah di 

Provinsi Bengkulu dengan 

perolehan nilai thitung 1,156 

> ttabel 1,990 dengan nilai 

sig.0,000>0,025. Sedangkan 

Peran Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) 

berpengaruh positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah di 

Provinsi Bengkulu dengan 

perolehan nilai thitung 2,291 

> ttabel 1,990 0,000>0,025. 

Dan nilai koefisien 

determinasi diperoleh 

sebesar 0,114, yang artinya 

pengaruh Kompetensi 

Aparatur Penata Laporan 

Keuangan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan sebesar 

11,4 %, sedangkan sisanya 

88,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini.  

2. Nurkhasanah 

(2019) 

Skripsi 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur, 

Partisipasi 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur tidak 

berpengaruh positif dan 



48 
 

 

Masyarakat 

Dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Dana Desa 

(Studi Kasus 

Desa Di 

Kecamatan 

Pancur Kab. 

Rembang) 

Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

Aparatur (X1), 

Partisipasi 

Masyarakat (X2), 

dan Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi (X3) 

sementara variabel 

dependen nya 

adalah 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa (Y). Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

SPSS 23 yang 

terdiri dari uji 

statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, dan 

uji hipotesis data. 

Sumber data yang 

digunakan yaitu 

data primer. Teknik  

pengambilan data 

yang digunakan 

adalah dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa Di Kecamatan 

Pancur Kab. Rembang 

dengan perolehan nilai thitung 

1,799 > ttabel 2,628 dengan 

nilai sig. 0,76 > 0,05. 

Sedangkan Partisipasi 

masyarakat tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa Di Kecamatan 

Pancur Kab. Rembang 

dengan perolehan nilai thitung 

-0,104 > ttabel 2,628 dengan 

nilai sig. 0,917 > 0,05. Dan 

pemanfaatan teknologi 

berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa Di Kecamatan 

Pancur Kab. Rembang 

dengan perolehan nilai thitung 

7,596 > ttabel 2,628 dengan 

nilai sig. 0,000 > 0,05. 

Sementara secara simultan, 

terdapat pengaruh  

Kompetensi Aparatur (X1), 

Partisipasi Masyarakat (X2), 

dan Pemanfaatan Teknologi 

(X3) terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa Di 

Kecamatan Pancur Kab. 

Rembang secara bersamaan 

dengan perolehan nilai 

Fhitung 30,311 > Ftabel 3,12. 

Dan nilai koefisien 

determinasi diperoleh 

sebesar 0,562, yang artinya 

pengaruh variabel X1, X2, 

X3 terhadap Y adalah 

sebesar 56,2 % dan sisanya 

43,8% dipengaruhi variabel 

lain yang tidak ada dalam 

penelitian.  
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3. 

Dwianti 

Radikha Putri 

(2019) 

Skripsi 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan Dan 

Implikasinya 

Pada 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi OPD 

Kabupaten 

Bandung 

Barat. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif 

deskriptif dan 

verifikatif. Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

Aparatur (X), 

sementara variabel 

dependen nya 

adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

(Y). Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear sederhana, 

yang terdiri dari uji 

statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, dan 

uji hipotesis data. 

Sumber data yang 

digunakan yaitu 

data primer. Teknik  

pengambilan data 

yang digunakan 

adalah dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kompetensi Aparatur 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan pada 

OPD Kabupaten Bandung 

Barat dengan perolehan 

nilai thitung 13,83 > ttabel 

2,012 dengan nilai sig. 

0,000 > 0,05. Dan nilai 

koefisien determinasi 

diperoleh sebesar 0,742 

yang artinya pengaruh 

variabel X terhadap Y 

sebesar 74,2 %, sedangkan 

sisanya 25,8 % dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak 

ada dalam penelitian ini.  

4. Dicky Zhafar 

Riyanto  

(2020)  

Skripsi 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Kualitas 

Review dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Studi 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

(X1), Komitmen 

Organisasi (X2), 

Kualitas Review  

(X3), dan Sistem 

Pengendalian 

Intern (X4), 

sementara variabel 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Jawa 

Tengah dengan perolehan 

nilai koefisien regresi 

sebesar 0,217 dan nilai sig. 

0,047<0,05. Komitmen 

Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Jawa 

Tengah dengan perolehan 
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Kasus Pada 

BPKP Jawa 

Tengah) 

dependen nya 

adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Jawa 

Tengah (Y). 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda. 

Jenis data yang 

digunakan yaitu 

data primer dengan 

metode 

pengambilan data 

kuesioner. 

dengan perolehan nilai 

koefisien regresi sebesar 

0,220 dan nilai sig. 0,026< 

0,05, Kualitas Review 

berpengaruh positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Jawa Tengah 

dengan perolehan nilai 

koefisien regresi sebesar 

0,390 dan nilai sig. 

0,000<0,05, dan Sistem 

Pengendalian Intern 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Jawa Tengah 

dengan perolehan dengan 

perolehan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,206 dan 

nilai sig. 0,022<0,05. 

Sementara secara simultan, 

terdapat pengaruh postif dan 

signifikan variabel X1, X2, 

X3, X4 terhadap variabel Y 

Dan nilai koefisien 

determinasi diperoleh 

sebesar 0,823 yang artinya 

pengaruh variabel X1, X2, 

X3 terhadap Y adalah 

sebesar 82,3 % dan sisanya 

17,7% dipengaruhi variabel 

lain yang tidak ada dalam 

penelitian.  

5. Fibria 

Anggraini 

Puji Lestari  

(2020) 

Skripsi 

Pengaruh 

Sistem 

Akuntansi, 

Kompetensi 

Staf Akuntansi 

dan Internal 

Control 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

transportasi 

yang go public 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif 

deskriptif. Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Sistem 

Akuntansi (X1), 

Kompetensi Staf 

Akuntansi (X2), 

Internal Control  

(X3) sementara 

variabel dependen 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sistem 

Akuntansi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahaan 

transportasi yang go public 

yang terdaftar di BEI 

Jakarta yang dilihat dari 

perolehan nilai thitung 2,524 

> ttabel 1,983 dengan nilai 

sig. 0,003 < 0,05. 

Kompetensi Staf Akuntansi 

berpengaruh positif dan 
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yang terdaftar 

di BEI Jakarta 

nya adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

Perusahaan (Y). 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

SPSS versi 19. 

Jenis data yang 

digunakan yaitu 

data primer dengan 

metode 

pengambilan data 

kuesioner. 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Perusahaan transportasi 

yang go public yang 

terdaftar di BEI Jakarta 

yang dilihat dari perolehan 

nilai thitung 10,658 > ttabel 

1,983 dengan nilai sig. 

0,000 < 0,05. Sedangkan 

Internal Control 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Perusahaan transportasi 

yang go public yang 

terdaftar di BEI Jakarta 

yang dilihat dari perolehan 

nilai thitung 4,091 > ttabel 

1,983 dengan nilai sig. 

0,000 < 0,05. Dan nilai 

koefisien determinasi 

diperoleh sebesar 0,687 

yang artinya pengaruh 

variabel independen 

terhadap variabel dependen 

sebesar 68,7 %, sedangkan 

sisanya 31,3 % dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak 

ada dalam penelitian ini.  

6. Ni Wayan 

Sudiarti  

(2020) 

Skripsi 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Locus of 

Control 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

LPD 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

Sumber Day 

Manusia (X1), dan 

Locus Of Control 

(X2), Sementara 

Variabel dependen 

nya adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah LPD 

Kabupaten 

Klungkung (Y). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

LPD Kabupaten Klungkung 

yang dilihat dari perolehan 

nilai thitung 4,551 > ttabel 

1,998 dengan nilai sig. 

0,000 < 0,05. Sedangkan  

Locus of Control 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan LPD 

Kabupaten Klungkung yang 

dilihat dari perolehan nilai 

thitung 9,140 > ttabel 1,998 
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Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan SPSS. Jenis 

data yang 

digunakan yaitu 

data primer dengan 

metode 

pengambilan data 

melalui kuesioner 

dan dokumentasi. 

dengan nilai sig. 0,000 < 

0,05. Sementara secara 

simultan ditunjukkan bahwa 

variabel Kompetensi 

Sumber Daya Manusia (X1) 

dan Locus of Control (X2) 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan LPD 

Kabupaten Klungkung (Y) 

yang dapat dilihat dari 

perolehan nilai Fhitung 

306,270 > Ftabel 3,07 dengan 

nilai sig. 0,000 < 0,05. Dan 

nilai koefisien determinasi 

diperoleh sebesar 0,830 

yang artinya pengaruh 

variabel independen 

terhadap variabel dependen 

sebesar 83%, sedangkan 

sisanya 17% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak 

ada dalam penelitian ini.  

7. Siti Irafah, 

Eka Nurmala 

Sari, dan 

Mulyarsyah 

(2020)  

Jurnal Riset 

Akuntansi 

Keuangan, 

Vol. 8, No.2 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Peran Internal 

Audit, dan 

Kesuksesan 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Keuangan 

Daerah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif 

deskriptif. Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Sistem 

Akuntansi (X1), 

Kompetensi Staf 

Akuntansi (X2), 

Internal Control  

(X3) sementara 

variabel dependen 

nya adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

Perusahaan (Y). 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

SPSS versi 19. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sistem 

Akuntansi berpengaruh 

secara parsial terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara yang dilihat 

dari perolehan nilai thitung 

2,145 > ttabel 1,688 dengan 

nilai sig. 0,036 < 0,05. 

Peran Internal Audit 

berpengaruh secara parsial 

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara 

yang dilihat dari perolehan 

nilai thitung 3,082 > ttabel 

1,688 dengan nilai sig. 

0,003 < 0,05. Sedangkan 

Kesusksesan Penerapan 

Sistem Informasi tidak 

berpengaruh secara parsial  

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 



53 
 

 

Jenis data yang 

digunakan yaitu 

data primer dengan 

metode 

pengambilan data 

kuesioner. 

Provinsi Sumatera Utara 

yang dilihat dari perolehan 

nilai thitung 1,525 > ttabel 

1,688 dengan nilai sig. 

0,132 > 0,05. Sementara 

secara simultan Variabel X1, 

X2, dan X3 berpengaruh 

secara bersama-sama 

terhadap variabel Y dengan 

perolehan nilai Fhitung 9,393 

> Ftabel 3,14 dengan nilai sig. 

0,000 < 0,05.  

8. Abdul 

Rahman dan 

Ayudhini 

Azzahra 

Permatasari  

(2021)  

Jurnal Ilmu 

Administrasi 

Publik, Vol. 

3, No.1 

Pengaruh 

Kompetensi 

SDM, 

Penerapan 

SAP, dan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Daerah di 

SKPD 

Pemerintah 

Kabupaten 

Buleleng 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif 

deskriptif. Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

SDM (X1), 

Penerapan SAP 

(X2), Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(X3) sementara 

variabel dependen 

nya adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

Daerah di SKPD 

Pemerintah 

Kabupaten 

Buleleng (Y). 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

SPSS versi 19. 

Jenis data yang 

digunakan yaitu 

data primer dengan 

metode 

pengambilan data 

kuesioner. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

daerah di SKPD Pemerintah 

Kabupaten Buleleng dengan 

perolehan nilai thitung 2,239 

> ttabel 1,986 dengan nilai 

sig. 0,026 < 0,05. Penerapan 

SAP berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

daerah di SKPD Pemerintah 

Kabupaten Buleleng dengan 

perolehan nilai thitung 9,978 

> ttabel 1,986 dengan nilai 

sig. 0,000 < 0,05. 

Sedangkan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

daerah di SKPD Pemerintah 

Kabupaten Buleleng dengan 

perolehan nilai thitung 2,328  

> ttabel 1,986 dengan nilai 

sig. 0,021< 0,05. Sementara 

secara simultan variabel X1, 

X2, dan X3 berpengaruh 

secara bersamaan terhadap 

variabel Y dengan 

perolehan nilai Fhitung 56,148 

> Ftabel 2,71. Dan nilai 
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koefisien determinasi 

diperoleh sebesar 0,469 

yang artinya pengaruh 

variabel X1, X2, dan X3 

terhadap Y sebesar 46,9 %, 

sedangkan sisanya 53,1% 

dipengaruhi oleh variabel 

yang tidak ada dalam 

penelitian ini.  

9. Zalni  

(2021) 

Jurnal 

Economix, 

Vol. 9, No. 1 

Pengaruh 

Kompetensi 

Aparatur, 

Akuntansi 

Akrual, dan 

Implementasi 

SIMDA 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

PEMDA Kota 

Kendari 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

Aparatur (X1), 

Akuntansi Akrual 

(X2), dan 

Impelementasi 

SIMDA (X3), 

sementara variabel 

dependen nya 

adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

PEMDA Kota 

Kendari (Y).Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

SPSS Versi 25, 

yang terdiri dari uji 

statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, dan 

uji hipotesis data. 

Sumber data yang 

digunakan yaitu 

data primer. Teknik  

pengambilan data 

yang digunakan 

adalah dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kompetensi Aparatur tidak  

berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan PEMDA 

Kota Kendari dengan 

perolehan nilai thitung 0,477 

> ttabel 1,66 dengan nilai sig. 

0,635 > 0,05. Penerapan 

Akuntansi Berbasis Akrual 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

laporan PEMDA Kota 

Kendari dengan perolehan 

nilai thitung 4,736 > ttabel 1,66 

dengan nilai sig. 0,000 < 

0,05. Sedangkan 

Impelementasi SIMDA 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan PEMDA 

Kota Kendari dengan 

perolehan nilai thitung 6,106  

> ttabel 1,66 dengan nilai sig. 

0,000 < 0,05. Sementara 

secara simultan variabel X1, 

X2, dan X3 berpengaruh 

secara bersamaan terhadap 

variabel Y dengan 

perolehan nilai Fhitung 48,425 

> Ftabel 2,71. Dan nilai 

koefisien determinasi 

diperoleh sebesar 0,634 

yang artinya pengaruh 

variabel X1, X2, dan X3 

terhadap Y sebesar 63,4 %, 

sedangkan sisanya 36,6 % 
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dipengaruhi oleh variabel 

yang tidak ada dalam 

penelitian ini.  

10. Shobatussa’a

dah (2021) 

Skripsi 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Pekalongan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Variabel 

independen 

penelitian ini 

adalah Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia (X1), dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi (X2), dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern (X3), 

sementara variabel 

dependen nya 

adalah Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kota Pekalongan 

(Y).Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda, 

yang terdiri dari uji 

statistik deskriptif, 

uji kualitas data, uji 

asumsi klasik, dan 

uji hipotesis data. 

Sumber data yang 

digunakan yaitu 

data primer dengan 

pengumpulan data 

melalui kuesioner.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara 

parsial kompetensi sumber 

daya manusia tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kota 

Pekalongan yang dapat 

dilihat dari perolehan nilai 

thitung 0,541 < ttabel 2,011 

dengan nilai sig. 0,591 > 

0,05. Pemanfaatan teknologi 

informasi juga tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kota 

Pekalongan yang dapat 

dilihat dari perolehan nilai 

thitung 1,743 < ttabel 2,011 

dengan nilai sig. 0,088 > 

0,05. Sedangkan sistem 

pengendalian intern 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Pekalongan 

yang dapat dilihat dari 

perolehan nilai thitung 6,274 

> ttabel 2,011 dengan nilai 

sig. 0,000 < 0,05. Secara 

simultan variabel X1, X2, 

dan X3 ini berpengaruh 

signifkan terhadap variabel 

Y dengan perolehan nilai 

Fhitung 39,543 > Ftabel 2,80 

dengan nilai sig. 0,000 < 

0,05.  

Sumber:  Rekapitulasi hasil penelitian terkait Kompetensi Aparatur Sipil Negara 

dan Kualitas Laporan Keuangan tahun 2018-2023 
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Berdasarkan penelitian terdahulu terkait Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara dan Kualitas Laporan Keuangan yang telah dijabarkan diatas, maka 

yang membedakan penelitian dengan penelitian terdahulu tersebut adalah 

terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu penelitian ini dilaksanakan 

pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.  

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Ditinjau 

Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian terdiri dari variabel bebas (X) adalah 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan sedangkan variabel terikat (Y) adalah 

Kualitas Laporan Keuangan. Model kerangka pemikiran dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini:  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang 

sedang diteliti dan masih harus dibuktikan. Hipotesis merupakan penjelasan 

sementara yang membantu kita dalam melakukan penelitian. 

 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

 (Y) 

Kompetensi Aparatur 

Sipil Negara 

(X) 
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Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :  

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru 

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada kelompok masyrakat.
49

 Lokasi penelitian ini 

dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Jalan Teratai 

No.81, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.  

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada positivisme, 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapakan.
50

 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Pendekatan kuantitatif deskriptif adalah penelitian kuantitatif yang 

bersifat deskriptif atau menggambarkan. Penelitian kuantitatif deskriptif  

juga dapat diartikan sebagai penelitian yang memberikan gambaran lebih 

jelas tentang situasi dengan memuaskan perhatian pada spek tertentu dan 

sering menunjukkan hubungan antar variabel dan berbagai variabel.
51
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(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.121 
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Peneliti bermaksud memberikan gambaran tentang Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Ditinjau 

Perspektif Ekonomi Syariah dengan menggunakan data yang bersifat 

angka-angka.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang 

mempunyai data mengenai variabel yang akan diteliti.
52

 Adapun yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai pada bagian keuangan dan 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bekerja di Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran 

peneliti.
53

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru 

Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

                                                             
52

Ahmad Tohardi, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial = Plus, (Tanjung Pura 

University Press, 2019), h. 585 
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Muh. Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan 

Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 156 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
54

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian 

keuangan dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bekerja di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang berjumlah 37 

orang yang terdiri dari 10 orang di bagian keuangan dan 27 orang di 

bagian Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang meliputi UPT 

Pendapatan Pekanbaru I, UPT Pendapatan Pekanbaru II, UPT 

Pekanbaru III, UPT Pendapatan Pekanbaru IV, dan UPT Pendapatan 

Pekanbaru V.   

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
55

 Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan  adalah nonprobability sampling, dimana setiap anggota 

populasi tidak memiliki kesempatan dan peluang yang sama sebagai 

sampel dengan metode Sampling jenuh yaitu teknik pengambilan 

sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal 

ini sering dilakukan ketika jumlah populasi  relatif kecil, kurang dari 

30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil. Atau dalam arti lain sampling jenuh ini 

adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
56
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Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian 

keuangan dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bekerja di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang berjumlah 37 

orang yang terdiri dari 10 orang di bagian keuangan dan 27 orang di 

bagian Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang meliputi UPT 

Pendapatan Pekanbaru I, UPT Pendapatan Pekanbaru II, UPT 

Pendapatan Pekanbaru III, UPT Pendapatan Pekanbaru IV, dan UPT 

Pendapatan Pekanbaru V dengan memperhatikan karakteristik sampel 

yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan latar 

belakang pendidikan.  

Tabel 3.1 

Daftar Pegawai yang menjadi Sampel Penelitian 

  

No Pegawai  Jumlah  

1 Bagian Keuangan 10 

2 UPT Pendapatan Pekanbaru I 6 

3 UPT Pendapatan Pekanbaru II 6 

4 UPT Pendapatan Pekanbaru III 5 

5  UPT Pendapatan Pekanbaru IV 5 

6 UPT Pendapatan Pekanbaru V 5 

Total 37  Orang 

Sumber: olahan penulis 2022 

5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yang diperoleh melalui instrumen kuesioner. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 



62 
 

 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan 

teknik perhitungan matematika atau statistik.
57

 

 Dalam sebuah penelitian memerlukan sumber data yang akurat dan 

fakta, maka barulah dapat dikatakan bahwa penelitian itu memiliki data-

data yang benar dilakukan. Oleh karena itu, sumber data merupakan hal 

utama dan terpenting dalam sebuah penelitian.  

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dan data yang 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung oleh sumber datanya. Data 

primer dalam penelitian  berupa data yang diperoleh dari kuesioner 

yang diberikan kepada pegawai pada bagian keuangan dan Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Kuesioner pada penelitian ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang 

bersumber dari tiap-tiap indikator variabel penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), 

buku, laporan, jurnal dan lain-lain.
58

 Data sekunder dalam penelitian 
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ini adalah laporan-laporan, jurnal-jurnal, undang-undang, buku 

referensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Pengaruh 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Observasi 

Observasi adalah proses untuk untuk memperoleh data dari 

tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat 

dilakukan penelitian. 
59

Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung 

terhadap pegawai pada bagian keuangan dan Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru. 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengmpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.
60

 Kuesioner dalam penelitian ini berisi 

pernyataan dengan topik Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan Kualitas Laporan Keuangan yang diberikan kepada pegawai pada 
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bagian keuangan dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bekerja di 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. 

Kuesioner yang dipakai adalah model tertutup karena jawaban 

telah disediakan. Adapun pengukurannya menggunakan skala likert, 

yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dengan pilihan 

jawaban dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

 

 

 

 

 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.
61

 

Dokumentasi ini juga berbentuk surat, catatan harian, laporan, berita 

acara, serta data yang berbentuk server atau website.
62

 Metode 

pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data 

berupa foto kegiatan penelitian, data jumlah pegawai yang bekerja, 

dan lain sebagainya.  
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Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.108 

No Jenis Jawaban Bobot 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral (N) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, tabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data di setiap yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
63

 Dalam menganalisa, penulis 

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dimulai dari fakta-fakta 

yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.
64

 

a. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan 

statistik data berupa pemusatan data (mean, median, modus), 

penyebaran data (range, simpangan rata-rata, varians dan simpangan 

baku), kecendrungan suatu gugus data, ukuran letak (kuartil, desil dan 

persentil).
65

 

b. Uji Kualitas Data  

1) Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu instrumen penelitian. Dengan uji validitas peneliti akan tahu 
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sejauh mana kuesioner yang telah disajikan mampu mengukur 

variabel yang digunakan untuk penelitian. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila nilai koefisien rhitung ≥ rtabel. Sementara 

sebuah instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai koefisien rhitung 

≤ rtabel.
66

 

 

2) Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten atau sama 

bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Suatu variabel itu 

dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha > 0.60.
67

 

 

Dimana:     k = jumlah item  

S
2
 = jumlah varians skor total 

 S
2 

= jumlah responden untuk item 

 

                                                             
66

Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Irawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Di 

Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen  (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.64. 
67

Budiman, Agus Riyanto, Kapita Selekta Kuesioner (Jakarta: Salemba Medika, 2013), 

22- 23 



67 
 

 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan untuk semua variabel itu mengikuti pola pendistribusian 

normal atau tidak. Data yang baik itu ialah data yang memiliki pola 

distribusi normal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pengujian dengan uji kolmogorof-smirnov test, yaitu mengambil 

kesimpulan dengan melihat hasil signifikannya, apabila nilai 

signifikan > 0,05 maka berdistribusi normal, tetapi jika <0.05 maka 

tidak berdistribusi normal.
68

 

2) Uji Heterokedatisitas 

Uji heterokedastistas adalah alat uji model regresi linier yang 

digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan variance dan residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dan 

residual memiliki satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya 

tetap, maka dapat dikatakan homokedastisitas dan jika adanya 

perbedaan dikatakan heterokedastisitas. Model regresi dapat 

dikatakan baik apabila homoheterokedastisitas tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas.
69

 

3) Uji Linieritas Data 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang 

terjadi antara variabel X atau independen dan variabel Y atau 
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dependen. Hubungan yang dimaksud terjadi antara variabel X dan 

variabel Y yaitu linier atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan 

menggunakan test from linierity dengan bantuan program SPSS 

versi 25. Variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier 

apabila memiliki nilai sig linearity dibawah 0,05 dan nilai sig 

deviation from linearity di atas 0,05.
70

 

d. Uji Hipotesis  

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Uji ini merupakan uji untuk mengetahui keterkaitan diantara 

satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan 

kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas 

dalam memengaruhi variabel terikat.  

Peneliti menerapkan rumus berdasarkan rumus regresi linier 

sederhana sebagai berikut :  

Y=a+bX +e 

Keterangan : 

Y = Kualitas Laporan Keuangan 

a  = Konstanta 

b = Koefisien Regresi Variabel 

X = Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

e  = Error 
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2) Uji t (Parsial) 

Uji Parsial sebagai seberapa besar pengaruh parsial variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikatnya (dependen). Nilai 

T diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai tabel 

distribusi dengan tingkat signifikansi α sebesar 0, 05 dan df+ n-k. 

Adapun beberapa kriteria yang akan digunakan, sebagai berikut: 

a. Apabila T hitung > T tabel atau T value < a maka : 

1) Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

2) H0 ditolak karena terpengaruh tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan. 

b. Apabila T hitung <  T tabel atau F value > a maka : 

1) Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

2) H0 diterima karena berpengaruh yang signifikan 

3) Uji Koefisiean Determinasi (R
2
)  

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen 

menjadi predictor variabel.
71

 Nilai koefisien determinasi adalah 

antara 0 atau 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan 

semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

perilaku variabel dependen. Nilai koefisien yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen masih terbatas, sementara nilai yang mendekati 1 
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berarti variabel-variabel memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

Terdapat dua jenis koefisien determinasi, yaitu r koefisien 

determinasi biasa dan koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R 

Square). Pada regresi linier berganda, penggunaan koefisien 

determinasi yang telah disesuaikan lebih baik dalam melihat 

seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi.
72

 

8. Definisi Operasional Variabel  

a. Variabel Independen  

Variabel adalah jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab 

munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya.73 Dalam 

penelitian ini variabel independennya adalah Kompetensi Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

Tabel 3.3 

Variabel Independen 

 

Variabel  Definisi  Indikator  Skala  

Kompetensi 

Aparatur 

Sipil 

Negara 

(X) 

 

Kemampuan yang 

dimiliki aparatur sipil 

negara dalam 

melakukan 

pekerjaannya yang 

dilandasi dengan 

keterampilan dan 

pengetahuan yang 

dimiliki serta 

didukung oleh 

1. Perilaku 

(attitude) 

2. Keterampilan/

Kemampuan 

(skill) 

3. Pengetahuan 

(knowledge) 

4. Pelatihan
75

 

Likert 
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perilaku dan sikap 

yang sesuai dengan 

fungsi dan jabatan 

untuk mencapai tujuan 

atau sasaran kerja 

pada suatu 

organisasi.
74

 

 

b. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

Kualitas Laporan Keuangan.  

Tabel 3.4 

Variabel Dependen 

 

Variabel  Definisi  Indikator  Skala 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

(Y) 

Kualitas laporan keuangan 

adalah sebuah informasi 

yang memiliki nilai dan 

berguna bagi pengguna 

laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan.
76

  

 

1. Bebas dari 

salah saji  

2. Jujur 

3. Konsisten
77

 

Likert 

 

B. Gambaran Lokasi Penelitian 

1) Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

(selanjutnya disingkat BAPENDA) merupakan Sub Direktorat pada 

Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 
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tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah 

Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan 

Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda 

Nomor 5 tahun 1976, sebagaimana Susunan Organisasi pada saat itu 

adalah :  

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi  

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan 

susunan organisasi, yaitu :  

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak  

d. Seksi Retribusi  

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 
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g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan menteri Dalam Negeri 

Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan 

dari Kepemendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, 

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, sebagaimana susunan 

organisasinya sebagai berikut :  

a. Kepala Dinas  

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan  

d. Seksi Penetapan  

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan  

g. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka 

Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
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dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas 

Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha  

d. Sub Dinas Program 

e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan  

f. Sub Dinas Penagihan 

g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

j. Penyuluhan 

Sejalan dengan banyak dikeluarkannya Peraturan-peraturan Daerah 

tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, hingga akhirnya dikeluarkanlah 

Peraturan Walikota Pekanbaru terbaru Nomor 36 tahun 2021 yang 

merupakan perubahan atas peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 

Tahun 2018 tentang Organisasi Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagaimana 

susunan organisasinya diubah menjadi :  

a. Kepala Badan  

b. Sekretaris, membawahi :  

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Keuangan  
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3) Sub Bagian Program 

c. Bidang Pajak Daerah I, membawahi :  

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan 

Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) 

2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penilaian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan 

Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) 

3) Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2), Verifikasi Bea Perolehan Hak 

Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) 

d. Bidang Pajak Daerah II, membawahi :  

1) Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan 

Logam dan Batuan  

2) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet 

3) Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah 

e. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :  

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan  

2) Sub Bidang Penagihan, Penindakan, dan Penyitaan  

3) Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan  
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f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, 

membawahi :  

1) Sub Bidang Hukum, Kerjasama, dan Dana Transfer  

2) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pendapatan 

Daerah  

3) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru 

terbaru Nomor 36 tahun 2021, maka dilakukan lagi penyederhanaan dan 

penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti, oleh karena 

itu dikeluarkanlah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 179 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan susunan 

organisasi yaitu :  

a. Kepala Badan  

b. Sekretaris, membawahi :  

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Keuangan  

3) Kelompok Jabatan Fungsional 

c. Bidang Pajak Daerah I, membawahi :  
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1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan 

Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) 

2) Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2), Verifikasi Bea Perolehan Hak atas 

Tanah Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) 

3) Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Bidang Pajak Daerah II, membawahi :  

1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya 

2) Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya 

3) Kelompok Jabatan Fungsional  

e. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :  

1) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan  

2) Subbidang Penyuluhan dan Keberatan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional 

f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, 

membawahi :  

1) Subbidang Hukum, Kerjasama, dan Dana Transfer  

2) Subbidang Retribusi, Pembukuan Pendapatan Daerah dan 

Legalisasi 

3) Kelompok Jabatan Fungsional  

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  



78 
 

 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

2) Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru 

Adapun yang menjadi Visi dan Misi BAPENDA Kota Pekanbaru 

secara umum adalah :  

1. Visi 

“Optimalnya Pendapatan Daerah dengan Pengelolaan Pajak Daerah 

Yang Profesional Menuju Kota Pekanbaru Smart City Madani”  

- Optimalnya Pendapatan Daerah artinya Pengingkatan Pendapatan 

Asli Daerah dengan menggali potensi sumber – sumber Pendapatan 

Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain – lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan melakukan intensifikasi 

dan ekstensifikasi yang dimulai dari kegiatan pendaftaran, 

pendataan,penetapan, penagihan, pembayaran dan pengawasan. 

- Pengelolaan Pajak Daerah yang Profesional artinya Pengelolaam 

pajak daerah yang efektif, transparan, akuntabel, tertib administrasi 

sesuain aturan yang berlaku. 

2. Misi  

a. Meningkatkan pendapatan asli Daerah 

b. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional 

c. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional 

dalam kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, handal, jujur, 

dan bertanggung jawab) 
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d. Peningkatan koordinasi dan pengendalian 

e. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan efisiensi unit kerja dalam 

rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak 

3) Struktur Organisasi Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kota Pekanbaru 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru 
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4) Uraian Tugas Unit Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru 

BAPENDA Kota Pekanbaru mempunyai tugas yang bersifat teknis 

operasional dibidang pendapatan. Menyelenggarakan administrasi yaitu 

sebagai tempat atau wadah dalam pembayaran pajak daerah.  

1. Kepala Badan 

Kepala Badan memiliki tugas untuk memimpin dan 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan daerah, 

memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit 

pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, 

pemberian kajian teknis perizinan. Dalam pelaksanaan tugasnya, 

Kepala Badan dibantu oleh staf-staf kantor.  

2. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, 

menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja 

kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

penyusunan bahan koordinasi rencana kerja, penyelenggaraan kegiatan 

administrasi umum, keuangan, dan program, penyelenggaraan 

pelayanaan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan, 

pembinaan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan pada Badan 

Pendapatan daerah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam 
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melaksanakan tugasnya sekretariat ini dibantu oleh sub bagian yang 

terdiri dari :  

a) Sub Bagian Umum 

Sub bagian umum memiliki tugas menyusun norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional subbagian umum berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub bagian umum juga 

menyeelenggarakan beberapa fungsi salah satu diantaranya adalah 

melaksanakan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket 

informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta 

pendistribusian berkas pelayanan pelayanan kepada bidang teknis.   

b) Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan mempunyai tugas yaitu merencanakan dan 

melaksanakan program kerja sub bagian keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub bagian keuangan juga 

menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya adalah pelaksanaan 

fasilitas verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan 

verifikasi laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pelaksanaan fasilitas 

urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, 

penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan 

pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah, dan 

pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan 

masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan 

pengawasan lainnya.  
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c) Sub Bagian Program 

Sub bagian program mempunyai tugas yaitu merencanakan dan 

melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Bidang Pajak Daerah I 

Bagian Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Badan dalam melaksanakan sub urusan bidang pajak daerah I. 

Bidang Pajak Daerah I ini juga menyelenggarakan beberapa fungsi, 

salah satu diantaranya adalah penyusunan bahan koordinasi dan 

pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib 

pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang 

(SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) BPHTB, PPJ, dan menghimpun serta mengolah data objek 

dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak I ini dibantu oleh 

sub bagian yang terdiri dari :  

a) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan PPJ 

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan 

PPJ mempunyai tugas membantu Bidang Pajak Daerah I dalam 

melaksanakan sub Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan 

PPJ. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan 

PPJ juga menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu diantaranya 

adalah pelaksanaan fasilitas pendataan, pendaftaran objek pajak 
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baru, mutasi objek/subjek pajak, pencatatan, dan validasi objek dan 

subjek PBB-P2 dan pengukuhan NPWPD PPJ. 

b) Subbidang Penetapan PBB-P2 dan Verifikasi BPHTB dan PPJ 

Subbidang Penetapan PBB-P2 dan Verifikasi BPHTB dan PPJ 

mempunyai tugas membantu Bidang Pajak Daerah I dalam 

melaksanakan sub urusan Penetapan PBB-P2 dan Verifikasi BPHTB 

dan PPJ. Subbidang Penetapan PBB-P2 dan Verifikasi BPHTB dan 

PPJ ini juga menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu 

diantaranya adalah pelaksanaan fasilitas dan pelaksanaan 

perhitungan penetapan pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 

Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil (SKPDN) 

BPHTB.  

4. Bidang Pajak Daerah II 

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas Badan dalam melaksanakan urusan pajak daerah lainnya meliputi 

pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang 

burung walet, pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan 

logam dan batuan. Bidang Pajak Daerah II juga menyelenggarakan 

beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah penyusunan bahan 

koordinasi perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak 

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang 
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Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak II ini dibantu oleh 

sub bagian yang terdiri dari : 

a) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah 

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai 

tugas membantu Bidang Pajak daerah II dalam melaksanakan sub 

urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah lainnya yang terdiri 

dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak 

sarang burung walet, pajak reklame, pajak air tanah dan pajak 

mineral bukan logam dan batuan. Subbidang Pendataan dan 

Pendaftaran Pajak Daerah juga menyelenggarakan beberapa fungsi, 

salah satu diantaranya adalah pelaksanaan fasilitas penyiapan bahan 

proses pendaftaran wajib pajak baru untuk objek pajak restoran, 

pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, 

pajak reklame, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan 

batuan. 

b) Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya 

Subbidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya 

mempunyai tugas membantu Bidang Pajak Daerah II dalam 

melaksanakan sub urusan Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah 

Lainnya yang terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, 

pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak reklame, pajak air 

tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Subbidang 
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Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Lainnya juga 

menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah 

pelaksanaan fasilitas pelaksanaan dan permrosesan serta penerbitan 

Keputusan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan 

dan banding serta pengembalian kelebihan pembayaran terhadap 

ketatapan pajak daerah lainnya.  

4. Bidang Pengendalian Pajak Daerah 

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu 

sebagian tugas Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian 

Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah juga 

menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah 

penyusunan bahan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan 

pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, 

penyuluhan, keberatan, dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi 

objek dan subjek pajak daerah unntuk kelancaran penerimaan daerah.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pajak 

Daerah ini dibantu oleh sub bagian yang terdiri dari : 

a) Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan  

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai Bidang 

Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan sub urusan 

Pengawasan dan Pemeriksaan. Subbidang Pengawasan dan 

Pemeriksaan juga menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu 

diantaranya adalah pelaksanaan fasilitas penyiapan bahan 

pemeriksaan pajak daerah terhadap Wajib Pajak yang menghitung, 
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melaporkan serta menyetorkan sendiri pajak tentang (self assessment 

system) dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah.  

b) Subbidang Penyuluhan dan Keberatan 

Subbidang Penyuluhan dan Keberatan mempunyai tugas 

membantu Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan 

sub urusan Penyuluhan dan Keberatan. Subbidang Penyuluhan dan 

Keberatan juga menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu 

diantaranya adalah pelaksanaan fasilitas penyiapan bahan dan 

pengkoordinasian dan memberikan masukan atau pertimbangan atas 

pembetulan, keberatan dan pemindah bukuan.  

5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan dalam 

melaksanakan urusan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Daerah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

juga menyelenggarakan beberapa tugas, salah satu diantaranya adalah 

penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait atau instansi 

sektoral dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor 

dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana perimbangan, 

serta dana bagi hasil provinsi.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah ini dibantu oleh sub bagian yang 

terdiri dari : 
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a) Subbidang Hukum, Kerjasama, dan Dana Transfer 

Subbidang Hukum, Kerjasama dan Dana Transfer mempunyai 

tugas membantu Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sub urusan Hukum, 

Kerjasama dan Dana Transfer. Subbidang Hukum, Kerjasama dan 

Dana Transfer juga menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu 

diantaranya adalah pelaksanaan fasilitas mencari, mengumpulkan, 

menghimpun, dan  mensistemasikan, mengolah data dan informasi 

yang berhubungan dengan tugas sub bidang Hukum, Kerjasama dan 

Dana Transfer. 

b) Subbidang Retribusi, Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi  

Subbidang Retribusi, Pembukuan Pendapatan Daerah dan 

Legalisasi mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan daerah dalam melaksanakan sub urusan 

Retribusi, Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi. Subbidang 

Retribusi, Pembukuan Pendapatan Daerah dan Legalisasi juga 

menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah 

pelaksanaan fasilitasi pencatatan penerimaan/pemungutan dan 

penyetoran penerimaan pendapatan daerah. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri atas sejumlah tenaga 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh 

seorang Sub-koordinator yang berada di bawah dan 

bertanggangungjawab kepada Sekretaris atau bidang pada masing-

masing pengelompokan uraian tugas.  

7. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis ini bertugas untuk melaksanakan tugas 

teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan 

Badan. Unit Pelaksana Tugas ini dipimpin oleh Kepala UPT yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan thitung 

4,429 > ttabel 2,030 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ha diterima. Dan nilai koefisien determinasi 

sebesar  0,611, artinya bahwa pengaruh kompetensi aparatur sipil 

negara terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 35,9%. 

Sedangkan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh variabel lain tidak ada 

dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dwianti Radikah Putri, yang menunjukkan bahwa 

kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pada OPD Kabupaten Bandung Barat. 

2. Dalam mewujudkan peningkatan dan pengembangan Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru mewujudkannya melalui pengadaan pelatihan teknis yang 

dilaksanakan untuk seluruh pegawai aparatur sipil negara maupun 

pegawai tenaga harian lepas yang bekerja di Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Pelatihan ini memberikan 
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materi yang bervariasi dan sudah berdasarkan kebutuhan pegawai 

atas tanggung jawab pekerjaan masing-masing pegawai. Pelatihan 

teknis yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Pekanbaru ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, 

sebagaimana tercatat mulai diadakan dari April tahun 2019 hingga 

November tahun 2022. Dalam melaksanakan pelatihan teknis untuk 

menunjang pengembangan kompetensi pegawai, pihak Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mengundang 

instruktur yang menguasai materi yang diberikan dan memiliki 

pengalaman nyata di bidangnya, contohnya seperti mengundang 

pemateri dari Direktorat Jendral Pajak dan pihak Kementrian 

Keuangan dalam memberikan pelatihan teknis pegawai bidang 

keuangan. Pelatihan yang diadakan ini pun sangat berdampak dilihat 

dari output peserta pelatihan setelah selesai melaksanakan pelatihan 

peserta langsung menerapkannya pada pekerjaan. Sehingga dapat 

disimpulkan, ditinjau dari ekonomi ekonomi syariah, kompetensi 

yang dimiliki tiap Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru ini sudah sesuai dengan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing 

bidang terutama bidang keuangan yang didapat dari pengadaan 

pelatihan teknis keuangan yang diadakan rutin oleh pihak Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Kemudian 

pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru juga sudah 
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berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kekurangan dan keperluan 

dari pegawai dengan mempertimbangkan banyak aspek dalam 

menjalankan tugasnya. Selain itu ditinjau dari ekonomi syariah 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru juga sudah sesuai dengan 

penerapan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang bekerja di bidang keuangan, sebagaimana dalam islam 

menganjurkan umat manusia untuk bekerja keras secara profesional 

dan bertanggung jawab atas tugas dan jabatan yang diberikan bahkan 

diharuskan untuk memberikan kinerja yang terbaik dengan 

meningkatkan kompetensi kita melalui peningkatan 

pengetahuan/pemahaman, keterampilan/keahlian serta 

etika/perilakunya dalam menjalankan tugas nya, sehingga dapat 

menghasilkan kinerja dan hasil pertanggungjawaban yang 

berkualitas, salah satunya yaitu laporan keuangan yang berkualitas.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, 

maka saran yang dapat penulis berikan ialah:  

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan motivasi 

bagi  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru untuk 

lebih meningkatkan dan mengembangkan lagi Kompetensi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan kegiatan dan 
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penyusunan laporan keuangannya, agar kinerja pemerintahannya 

dapat terus meningkat di tiap tahunnya. 

2. Bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan mengajar atau 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah data yang lebih 

banyak lagi serta menambahkan variabel bebas lainnya yang 

berpengaruh sehingga hasilnya akan lebih baik lagi dari penelitian 

ini.  
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN 

PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU DITINJAU 

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH 

Responden Yang Terhormat, 

Nama saya Laila Farika, saya adalah Mahasiswi Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan 

penelitian dalam rangka penulisan skripsi untuk meraih gelar Strata 1 pada 

program studi ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Pekanbaru. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam 

mengisi kuesioner ini dengan jujur demi kelancaran dalam penelitian ini. Tidak 

ada jawaban yang salah dalam pengisian kuesioner ini, dan peneliti akan 

menjamin identitas Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner ini, dan peneliti akan 

menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu. Atas bantuan Bapak/Ibu saya 

ucapkan terima kasih.  

 

 

 

 



 
 

 

A. Identitas Responden  

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda (√) pada jawaban yang anda pilih.  

Nama   : ........................................................ 

Jenis Kelamin  : □ Laki-laki     □ Perempuan 

Usia   : □ 19-30          □ 31-42     

□ 43-60 

Pendidikan Terakhir : ............................................................ 

Jabatan   : ............................................................ 

B. Petunjuk Pengisian  

1. Bacalah pernyataan dengan teliti dan pilihlah jawaban yang menurut 

Bapak/Ibu sesuai. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/Ibu.  

Keterangan jawaban:  

Keterangan   Nilai  

SS (Sangat setuju)                5 

S (Setuju)                 4 

N (Netral)          3 

TS (Tidak Setuju)                2 

STS (Sangat Tidak Setuju)         1 



 
 

 

3. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja.  

4. Bila sudah selesai, periksa kembali untuk memastikan bahwa Bapak/Ibu 

telah menjawab semua pernyataan 

5. Setelah mengisi kuesioner mohon untuk mengembalikan kepada yang 

menyerahkan kuesioner dan terimakasih Bapak/Ibu telah bersedia untuk 

mengisi kuesioner ini. 

 

C. Kuesioner Penelitian 

KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (X) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Saya memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang proses dan prosedur 

penyusunan laporan keuangan 

     

2 Saya mampu menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan standar 

penyusunan laporan keuangan 

     

3 Saya mengedepankan sikap 

mengutamakan kepentingan negara dari 

pada kepentingan pribadi/kelompok 

dalam penyusunan laporan keuangan 

     

4 Saya sering mengikuti pelatihan teknis 

untuk meningkatkan kemampuan 

menyusun laporan keuangan 

     

 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Laporan keuangan yang disusun telah 

bebas dari bukti-bukti transaksi yang 

tidak distorisasi dari bukti-bukti oleh 

pejabat yang berwenang 

     



 
 

 

2 Laporan keuangan yang disusun telah 

menyajikan informasi yang jujur sesuai 

dengan bukti transaksi  

     

3 Laporan keuangan yang disusun telah 

menerapkan kebijakan akuntansi yang 

konsisten dengan standar dan pedoman 

laporan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Output SPSS 25 Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

37 13 20 16,27 1,866 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

37 9 14 11,41 1,092 

Valid N (listwise) 37     

 

 

  



 
 

 

Output SPSS 25 Uji Kualitas Data 

 

Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 

Correlations 

 X.1 X.2 X.3 X.4 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara 

X.1 Pearson 

Correlation 

1 ,581
**

 ,478
**

 ,374
*
 ,800

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,023 ,000 

N 37 37 37 37 37 

X.2 Pearson 

Correlation 

,581
**

 1 ,489
**

 ,366
*
 ,789

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,026 ,000 

N 37 37 37 37 37 

X.3 Pearson 

Correlation 

,478
**

 ,489
**

 1 ,377
*
 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,002  ,022 ,000 

N 37 37 37 37 37 

X.4 Pearson 

Correlation 

,374
*
 ,366

*
 ,377

*
 1 ,688

**
 

Sig. (2-tailed) ,023 ,026 ,022  ,000 

N 37 37 37 37 37 

Kompetensi 

Aparatur 

Sipil Negara 

Pearson 

Correlation 

,800
**

 ,789
**

 ,776
**

 ,688
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 37 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 
 

 

Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Y.1 Pearson 

Correlation 

1 ,376
*
 ,286 ,671

**
 

Sig. (2-tailed)  ,022 ,086 ,000 

N 37 37 37 37 

Y.2 Pearson 

Correlation 

,376
*
 1 ,466

**
 ,826

**
 

Sig. (2-tailed) ,022  ,004 ,000 

N 37 37 37 37 

Y.3 Pearson 

Correlation 

,286 ,466
**

 1 ,788
**

 

Sig. (2-tailed) ,086 ,004  ,000 

N 37 37 37 37 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pearson 

Correlation 

,671
**

 ,826
**

 ,788
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 37 37 37 37 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Output SPSS 25 Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 37 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 37 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

 

N of Items 

 

,761 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

 

Scale Variance 

if Item Deleted 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 

X1 12,05 1,997 ,611 ,676 

X2 12,22 2,119 ,617 ,676 

X3 12,51 2,035 ,565 ,702 

X4 12,03 2,305 ,453 ,759 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 37 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 37 100,0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

 

N of Items 

 

,644 3 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

 

Scale Variance if 

Item Deleted 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

 

Y1 7,30 ,770 ,387 ,635 

Y2 7,59 ,526 ,529 ,434 

Y3 7,92 ,577 ,466 ,531 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Output SPSS 25 Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 37 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation                 ,87409649 

Most Extreme Differences Absolute ,130 

Positive ,130 

Negative -,083 

Test Statistic ,130 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,119
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,477 ,754  ,633 ,531 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

,014 ,046 ,050 ,298 ,767 

      

a. Dependent Variable: ABRESID 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uji Linieritas Data 

 

 

  

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kualitas Laporan 

Keuangan * 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara 

Between 

Groups 

(Combined) 17,103 7 2,443 2,745 ,026 

Linearity 15,413 1 15,413 17,31

5 

,000 

Deviation from 

Linearity 

1,690 6 ,282 ,316 ,923 

Within Groups 25,815 29 ,890   

Total 42,919 36    



 
 

 

Output SPSS 25 Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN)
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,599
a
 ,359 ,341 ,886 

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15,413 1 15,413 19,613 ,000
b
 

Residual 27,506 35 ,786   

Total 42,919 36    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,699 1,297  4,395 ,000 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara 

,351 ,079 ,599 4,429 ,000 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 



 
 

 

Output SPSS 25 Uji Hipotesis 

Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,699 1,297  4,395 ,000 

Kompetensi 

Aparatur Sipil 

Negara 

,351 ,079 ,599 4,429 ,000 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,599
a
 ,359 ,341 ,886 

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi 

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 

 

  



 
 

 

TABULASI DATA 

NO 

 

KOMPETENSI APARATUR SIPIL 

NEGARA (ASN) 

 

 

TOTAL 

X 

 

 

KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN 

 

 

TOTAL 

Y 

 

 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 

1 5 5 4 5 19 4 5 4 13 

2 5 5 5 5 20 4 4 3 11 

3 5 5 4 5 19 4 4 4 12 

4 5 5 4 5 19 4 4 4 12 

5 4 4 3 4 15 4 4 3 11 

6 4 4 2 4 14 4 4 3 11 

7 4 4 4 5 17 4 4 3 11 

8 5 5 5 5 20 4 4 4 12 

9 3 4 3 4 14 4 3 3 10 

10 5 5 5 5 20 5 5 4 14 

11 5 5 4 3 17 4 4 4 12 

12 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

13 4 4 3 3 14 3 3 3 9 

14 4 4 4 4 16 4 4 3 11 

15 4 4 4 4 16 4 4 3 11 

16 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

17 4 4 4 4 16 5 4 4 13 

18 4 4 4 4 16 4 4 3 11 

19 4 4 3 4 15 4 3 3 10 

20 4 4 3 4 15 4 3 3 10 

21 3 3 3 4 13 4 3 3 10 

22 4 4 4 4 16 4 3 3 10 

23 3 3 3 4 13 4 3 3 10 

24 4 4 4 4 16 4 3 4 11 

25 5 4 4 4 17 4 4 4 12 

26 4 4 4 3 15 4 4 4 12 

27 4 4 3 4 15 4 3 3 10 

28 4 3 3 4 14 4 4 3 11 

29 4 4 4 5 17 4 4 4 12 

30 5 4 4 5 18 4 4 4 12 

31 4 4 4 4 16 4 4 4 12 

32 5 4 3 5 17 4 4 4 12 

33 4 4 4 5 17 4 4 3 11 

34 5 3 4 4 16 4 4 3 11 

35 3 4 4 4 15 5 4 3 12 

36 4 3 4 4 15 5 4 4 13 

37 4 4 4 5 17 5 4 4 13 



 
 

 

Foto Kegiatan Penelitian 
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